5.1.

BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai kemandirian
empat Pemerintah Kabupaten dan satu Pemerintah Kota di Propinsi
D.I Yogyakarta selama tahun anggaran 2000 s/d 2003 maka dapat
disimpulkan bahwa empat Kabupaten dan satu Kota di Propinsi
D.1LYogyakarta belum mandiri. Kemandirian empat Kabupaten dan
satu Kota di Propinsi D.I.Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhan
dana  untuk  penyelenggaraan  tugas-tugas  pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah.
Ini dapat dilihat dar1 rasio Derajat Desentralisasi Fiskal empat Kabupaten
dan satu Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta. Rasio Derajat Desentralisasi
Fiskal pada empat Kabupaten dan satu Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta
menunjukkan rendahnya proporsi PAD dan BHPBP terhadap TPD, dan
tingginya proporsi SD terhadap TPD, yang berarti masih tingginya
ketergantungan pada Pemerintah Pusat dalam pembiayaan pengeluaran-
pengeluaran Pemerintah Daerah di empat Kabupaten dan satu Kota di
Propinsi D.1. Yogyakarta.

Begitu juga pada rasio Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal dart

empat Kabupaten dan satu Kota di D.l.Yogyakarta yang menunjukkan
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bahwa kebutuhan fiskal dari tahun ke tahun selalu lebih tinggi dari
kapasitas fiskal yang ada. Disini setiap tahunnya terjadi kesenjangan fiskal
(fiscal gap) yang harus ditutup dengan dana transfer dari Pemerintah
Pusat. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian empat Kabupaten dan
satu Kota di propinsi D.IL Yogyakarta masih sangat rendah karena
sumbangan dari Pemerintah Pusat masih sangat tinggi bahkan melebihi
dari kapasitas yang tersedia.

Rata-rata tingkat kemandirian dari empat Kabupaten dan satu Kota
di Propinsi D.I.Yogyakarta selama empat tahun yang dilihat dari rasio
Derajat Desentralisasi Fiskal, Kebutuhan Fiskal, dan Kapasitas Fiskal

secara lengkap disajikan pada tabel dibawah ini :

Tingkat Kemandirian
, Derajat Desentralisasi ;
I‘“'}‘(‘(‘)’;te“’ Fiskal (DDF Kebutuhan | Kapasitas | © 2“;"

(PAD) | (BHPBP)| (SD) Fiskal Fiskal

(TPD) | (TPD) | (TPD)
Bantul 6,8% 5,11% | 78,21% 14,71 3,53 11,18
Gunungkidul | 5,14% | 4,53% | 7897% 12,86 - 4,10 8,76
Kulonprogo | 6,37% | 446% | 77,82% 21,42 2,69 18,73
Sleman 10,9% | 7,19% | 75,53% 14,96 5,51 9,45
Yogyakarta | 1869% | 10,64% |53,37% 21,44 9,49 11,95

5.2. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kemandirian empat
Kabupaten dan satu Kota di Propinsi D.1. Yogyakarta masih sangat rendah,

maka penulis mencoba memberikan saran-saran :
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1. Pemerintah Daerah sebaiknya menggali sumber-sumber keuang.an
yang berpotensi yaitu dengan melakukan upaya intensifikasi dan
ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.

a. Upaya intensifikasi berupa pengelolaan penerimaan daerah secara
profesional sesuai dengan prosedur yang baik dan transparan guna
menghindari pemborosan biaya dan kebocoran penerimaan daerah.

b. Upaya ekstensifikasi dapat dilakukan dengan menggali sumber-
sumber pendapatan asli daerah yang baru, yaitu dengan
meningkatkan pungutan melalui investasi. Untuk mendukung hal
tersebut, maka upaya yang perlu dilakukan oleﬁ Pemerintah
Daerah adalah :

1. Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor
lokal maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di
daerah.

il. Memberi kemudahan para investor lokal maupun asing untuk
menanamkan modalnya di daerah dengan menghilangkan

birokrasi yang berbelit-belit.

2. Te.rhadap tingginya Kebutuhan Fiskal daerah perlu dilakukan
manajeman pengeluaran daerah secara komprehensif yaitu dengan
membuat Standar Analisa Biaya (SAB) yang berguna untuk
memperkirakan jumlah pengeluaran/ alokasi dana setiap unit kerja

Pemerintah Daerah, program kerja, dan unit kegiatan Pemerintah
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Daerah untuk menghasilkan tingkat pelayanan publik tertentu sesuai
dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian
Pemerintah Daerah dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran yang

kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.
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